QANUN KABUPATIEN ACEH SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SELATAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati bersama
DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten sesuai dengan hasil evaluass,

bahwa penvempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

dilakukan agar Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Selaian Tahun Anggaran 2019 tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangqu)dangan
yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pembangunan
Kabupaten, Kebijjakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas
Anggaran Sementara, serta Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perilu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh
Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092j;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



10.

11.

12,

13.

14.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42806);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemn Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik iIndonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
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Peraturan . Pemevintnh
Intotmnsi Keunonpan Dacrabr (Lembuann
Tahun 2005 Nomor 138, Tambnbhan Lemlsaan
Indonesia Nomor -1h'76),

Pernturnn Pemerintalh Nomor G5 Tahan 2005 tentoang, Pedornan

I'elonyonon Minimal (Legnboran

Penyusunan dan Penerapnne Staneor
Nowor 150, “Fsanbwrhian

Nepanrn Republik Indonesian Tahoan 2005
Lembaran Nepnrn Republik Indonesin Nomor A5L485),
Pelicpraran

Peranturan Pemerintanh Nomor 8 Tohun 20006 tentang,
Nepirin

Keuangan  dan Kinerjn Instansi Pemerintah (Lembaaan
Republhik Indonesia Tuhun 20006 Nomor 25, Tambahan lemibaran

Negara Republik Indonesin Nomor 46 14),;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 lentang  Laporsn
Penyelenggaraan Pemerintah Dacrah kepada Pemerintah, Laporan
Pertanggunginawaban  Kepala  Daerah kepada  Dewan Perwar kilan
Rakyat Daerah dan Informasi Penyclengparaan Pemerintah [)are=raah
kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693),

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 51065),

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjarmnan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123
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Tambahan Lembaran Nepnro Republik Indonesin Nortoor 57050,
sebiggumana teloh divbah denpan Peraturnn Pemenntabi Noraor 47
Tahun 2015 tentang Petubahinn Atne Peraturnn Pemetintaby Moo
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaokannn Undang Undang Noreor
G Tahun 2014 tentanp Desa (Lembaran Neparn Republike Indone s
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembiaan Negioora Republik
Indonesia Nomor 5717);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
vang Bersumber Dari Anggaran Pendapsatan dan Belangn Nepinra
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1065,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  555%),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintnh Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anpgaran
Pendapatan dan Belanja Negara (lLembaran Nepara  Repubhk
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara

Repubhik Indonesia Nomor 5694);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyclenggaran Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041),

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Kecuangan
dan Adminmistratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2017 nomor
106, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 6057);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

31. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Aceh
Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8}, sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomeor 4 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008

Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN
dan

BUPATI ACEH SELATAN




MEMUTUSKAN

Menctnphkan : OANUN  TIENTANG PIRUDBAIIAN ANGGARAN PISNDAPATAN AN

BILANJA KABUPATION ACICH SEEEATAN TAHUN ANGUARAN 2019

Povaand )

, " ‘ « . i
Perubahan Anggearan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tuhun Anggaran 2010 sebiggad

berikut:

1.

(1)

Pendnpatan

n Semula RP1. H03 208 .674.523,00
h Bertiunbah /(bevkuting) Rp . 490.075.000,00 ) s 00
Jumlah pendapatan sctelnty peruabahaa Rp1.503.6908.719 523,0
Belanya
@a. Scmula Rp1.533.208.671.523,00
b, Bertambah /(bertkurang) Rp N9 770.472.030,23 )

[ & . S 15 K, 3.7
Jumilah belanja setelah perubahan Rp1.552.985.1406.559,23
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp(4‘).230.3‘-)7,0.'3('),23)

Pembiayaan

a. Penerimaan
1. Semula Rp 30.000 000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp  19,280.397.036,23
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 49.286.397.036,23

b. Pengeluaran

1. Semula Rp 0,00
2. Bertambah / (berkurang) RpO,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp0O,00
Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp49.286.397.036.23

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

tahun berkenaan(SiLPPA) setelah perubahan Rp. 0,00
Pasal 2
Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan asli daerah
1. Semula Rp 148.619.299.296,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rpl148.619.299.296,00
b. Dana perimbangan
h Semula Rp 971.517.495.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp 971.517.495.000,00
C. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah
1. Semula Rp 383.071.880.227,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 490.075.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah
Setelah perubahan Rp 383.561.955.227,00

S




: - : ) - srchir dani
(2) Pendapatan ash dacrah sebagmmana dimaksud pada nvat (1) huruf a te 1rchir «

a Pajak daerah
1 Semula
2. Bertambah/({berkurang)

Jumlah pajak daeciah setelah perubahan

Rp 10.781.149 386,00
Rp ___1.109.681.091,00

Rp 11.950.830.477,00

b, Retnbust daerah
1. Semula Rp 9 500 637.310,00

2.  Bertambah/(berkurang) Rp 026.000.000,00

Jumlah retnibusi dacrah setelah perubahan

c.  Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisnhkan
Rp 6 500.000.000,00

Rp_(274.751.011,00)

Rp 10.126.637.310,00

1. Semula
2 Bertambah/(berkurang)

Jumlah hasil pengelolaan kekavaan dacrah yang
dipisahkansetelah perubahan Rp 6.225.248.989,00
d Zakat
1. Semula Rp 7.598 000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp (1.000.000.000,00}
Rp 6.598 000.000,00

Jumlah zakart setelah perubahan
e. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1 Semula Rp 114239512 600,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp _ (520.930.080,00)

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

setelah perubahan Rp 113.718.582.520,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Transfer umum
1. Semula Rp 676.738.954.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Transfer umum setelah perubahan
b. Transfer Khusus

Rp 676.738.954.000,00

1. Semula Rp 294.778.541.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumiah Transfer Khusus setelah perubahan Rp 294.778.541.000,00

{(4) Lam-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
terdiri dan :
a. Pendapatan hibah

1. Semula Rp 25.381.440.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan Rp 25.381.440.000,00
b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

1. Semula Rp 31.818.359.032,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 370.075.000,00

Jumlah Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan

pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 32.188.434.032,00
c. Dana penyesuaian

1. Semula Rp 203.653.902.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Dana penyesuaian setelah perubahan Rp 203.653.902.000,00



(1)

(2)

3)

Boantunn kewangnn dand provinss ntao dat pemcerintah dacah lninnyn

1. Semuli Kp 122 218.170.195,00

2. Hertnmibiah /(bey Kueang) R 1L OO0, 000 )

Jumilah Bantuan kevanngan dati provinss atinn dan

pemerintah daernh bunnyn setelah perubahian I 122 331 179,109, 00

Piamind

Belanya sebapsinuana duanakoasud dalam panal 1 terdin ari

.

b

Belangn dak langsang,

1. Scomula Rp B70 802215 693,00

2. DBertambah /(berkurang) Rp (1LHO7.082.7H0 A2}

Jumlah Belangn hdak langsung actelah perababian Rp HOK.O9L 132 906,58
Belanga lnnpgsuang

| Semula Rp 062 400,458 830,00

2. Beutambah/(berkurang) Rp D1, HR3, H0LA K200

Jumlah Belanja langsung scetelah pernbahan Rp  GH3.990.013.0052,065

Belanja tidak langsung sehagnimana dimaksud pada ayat (1) harul a terdici dari

a

b.

Belanja pegawit

1. Semula Rp 562.444 . 808.097,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp  (3.290.911.,968,42)

Jumlah belanja pepnwm setelah perubinhian RpHHD.153.8906. 128,58
Belania subsidi

1. Semula Rp 675.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp ) 0,00

Jurmlah belanja subsidi setelah perulyihan Rp6H75.000.000,00
Belanja hibah

1. Semula Rp 10.015.400.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp4196.100.000,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 10.541.500.000,00
Belanja bantuan sosial

1. Semula Rp 21.451.500.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp172.500.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 21.624.000.000,00
Belanja bagy hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa

1. Sernula Rp 2.028.178.669,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp = 796.644,144,00

Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/

kota dan pemerintah desa setelah perubahan Rp 2.824.822.813,00
Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa
1. Semula Rp 271.657.328.927,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp ~~ 18.585.038,00

Jumlah belanja bantuan kcuangankepada provinsi/

kabupaten/kota dan pemerintahan desa setelah perubahan Rp 271.675.913.965,00
Belanja tidak terduga

1. Semula Rp 2.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 2.500.000.000,00

Belanja langsung sebagaimana dirmaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a.

Belanja pegawai
1. Semula Rp 45.221.136.250,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp _  167.040.271,00



Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 45.388.176.521,00

b. Belanja barang dan jasa

1. Semula Rp 344.100.407.783,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 17.964.127.527,84

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 362 064.535.310,84

c. Belanja modal

1. Semula Rp 273.084.914.797,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp3.452.387.023.,81

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 276.537.301.820,81

Pasal 4

(1) Pembiayaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan pembiayaan

1. Semula Rp 30.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 19.286.397.036,23

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 49.286.397.036,23
b. Pengeluaran pembiayaan

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0.00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 0,00

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Silpa tahun anggaran scbelumnya

1. Semula Rp 30.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 19.286.397.036.,23

Jumlah Silpa tahun anggaran sebelumnya

setelah perubahan Rp 49.286.397.036,23
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiranl Ringkasan Perubahan APBK;

2. Lampiranll Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

3. LampiranlIl a Ringkasan Perubahan APBK menurut Organisasi dan Urusan
Pemerintahan Daerah;

4. LampiranIl b Ringkasan Perubahan APBK menurut Organisasi dan Urusan
Pemerintahan Daerah;

5. Lampiran IlI Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program dan Kegiatan;

Lampiran IV a Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana;

Lampiran IV b  Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah;

Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

10. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

11. Lampiran VI1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah;

© &N




12, Lampran VIII Daftar Kematan-kegiatan Tahun Angearan  scbelumnya  yong belum
diselesaikan dan diangearkan kembal dalam Tahun Anggaran ini;

13. LampiranXIll Daftar Perubahan Pmjaman Daerah dan  Obhgasi  Daerah Tahun
Anggaran 2019,

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 7
Qanun 1ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 29 Agustus 2019 M
27 Dzulhijjah 1440 H

BUPATI ACIKH SELATAN,

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 29 Agustus 2019 M
27 Dzulhijjah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

-—m

NASJUDDIN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 5
NOMOR REGISTRASI QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN, PROVINSI ACEH, (5/80/2019)




